
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kepegawaian dalam

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun

2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru

harus memenuhi syarat yaitu memiliki pangkat paling

rendah Penata Muda golongan III/a;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang

diangkat melalui Kategori 2 dan memiliki pangkat II/c

ke bawah tidak dapat dinaikkan pangkatnya menjadi



Penata Muda golongan III/a karena belum 2 (dua)

tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c

sehingga terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan

dan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor

54 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional

Guru dan Angka Kreditnya;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun

2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 54), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun

2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 17)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA

BARAT NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT.



Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 54), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 19

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi setelah memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ijazah yang diperoleh dari

sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri:

1) Apabila formasi tersedia;

2) Diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan

pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

3) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi

PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, b, c, d, f, dan huruf g;

4) Bagi PNSD sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf e, sekurang-

kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur golongan

ruang II/c, kecuali :

a. Bagi PNS yang telah berusia di atas 50 tahun;

b. Bagi PNS berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat atau PNS yang memiliki prestasi kerja tinggi berdasarkan

penilaian Kepala SKPD dan Tim Penilai Kinerja Provinsi;

c. Bagi PNS formasi Guru yang diangkat melalui kategori 2

dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru dalam

Kegiatan Proses Mengajar atau Konseling (SK KBM) selama 2 (dua)

tahun terakhir.

5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

6) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki

jabatan fungsional tertentu;



7) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

8) Izin belajar dan/atau Surat Keterangan Pendidikan yang diberikan

oleh Pejabat yang berwenang; dan

b. Persyaratan bagi PNS dengan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau

perguruan tinggi swasta, disamping persyaratannya sebagaimana

dimaksud pada huruf a ditambah dengan persyaratan lainnya yaitu:

1) Sekolah/ Perguruan Tingginya tidak kelas jauh;

2) Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan di bidang akademis, Ketua

Yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti kuliah secara reguler;

dan

3) Sekolah/ Perguruan Tingginya minimal akreditasi B.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 18 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR :13


